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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 2013 

TENTANG 
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN 
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip kepegawaian 
di lingkungan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demi 
tercapainya ketertiban, penyusutan dan 
penyelamatan arsip yang bernilai guna bagi 
pertanggungjawaban nasional, perlu diatur Jadwal 
Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Negara sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi tentang Jadwal Retensi 
Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat 
Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041);  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang 
Pegawai Negeri yang menjadi Penjabat Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 302); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 
tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

6. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143); 

7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1069); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 
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Pasal 1 
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat 
Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan 
pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip kepegawaian 
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Pasal 2 

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Oktober 2013  
MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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